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BUPATI MALINAU 
PROVINSI KALIMANTAN UTARA 

 

PERATURAN BUPATI MALINAU 

NOMOR 46 TAHUN  2016 

TENTANG 

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI  

SERTA TATA KERJA KECAMATAN  
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI MALINAU, 

 

Menimbang: a.  bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 19   
Peraturan  Daerah  Nomor 4 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan 
sesuai dengan kebutuhan daerah serta urusan yang 

menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Malinau, 
maka dipandang perlu mengatur kedudukan, susunan 
organisasi, tugas pokok dan fungsi serta tata kerja 

Kecamatan; 
 
b.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a perlu menetapkan dalam 
peraturan bupati tentang kedudukan, susunan 

organisasi, tugas pokok dan fungsi serta tata kerja 
Kecamatan.  

 

Mengingat:   1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang  
Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, 

Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan 
Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 

Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3962); 

 
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan  

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

2. Undang-undang.......... 
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3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5239); 

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang 
Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5362); 

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5494); 
 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679; 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang 
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan 

Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 164); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 

Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan 
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

 

10.  Peraturan Pemerintah……… 
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10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5887); 
 
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 

 
12. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 1 Tahun 

2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi 

Kewenangan Pemerintah Kabupaten Malinau (Lembaran 
Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2008 Nomor 1); 

 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 4 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah Kabupaten Malinau (Lembaran Daerah 
Kabupaten Malinau Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016 

Nomor 5). 
 
                                                       

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan  :   PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, 
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI,  

SERTA TATA KERJA KECAMATAN. 
 

BAB  I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

 

Dalam Peraturan Bupati ini  yang dimaksud dengan : 
 
1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan 

oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut 
asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-
luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

 
2. Daerah adalah Daerah Otonomi Kabupaten Malinau; 
 

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur 
penyelenggaraan Pemerintah Daerah; 

 
4. Bupati adalah Bupati Malinau; 

 

 
 
 

 
5. Wakil Bupati………. 
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5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Malinau; 

 

6. Perangkat Daerah Kabupaten Malinau adalah unsur pembantu Kepala 
Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari 
Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Badan Daerah, 

Badan Fungsi Penunjang Lainnya dan kecamatan; 
 

7. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat Sebagai Perangkat Daerah 
Kabupaten Malinau; 

 

8. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural; 
 
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional 

yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional 
yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya; 

 
 

BAB II 

KECAMATAN 
 

Pasal 2 
 
(1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Kedudukan, Susunan Organisi 

Tugas Pokok dan Fungsi  serta Tata Kerja Kecamatan; 
 

(2) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada  ayat (1) terdiri atas : 

 
a. Kecamatan Malinau Kota; 

 
b. Kecamatan Malinau Utara; 

 

c. Kecamatan Malinau Barat; 
 

d. Kecamatan Malinau Selatan; 
 

e. Kecamatan Mentarang;  

 
f. Kecamatan Mentarang Hulu; 

 

g. Kecamatan Pujungan; 
 

h. Kecamatan Bahau Hulu; 
 

i. Kecamatan Sungai Boh; 

 
j. Kecamatan Kayan Hulu; 

 

k. Kecamatan Kayan Hilir; 
 

 
 
 

l.. Kecamatan Kayan Selatan………. 
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l. Kecamatan Kayan Selatan; 

 

m. Kecamatan Malinau Selatan Hulu; 
 

n. Kecamatan Malinau Selatan Hilir; dan 

 
o. Kecamatan Sungai Tubu. 

 
 

BAB III 

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI 
 

Bagian Kesatu 

Kedudukan  
 

Pasal 2 
 

Kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten sebagai pelaksana 

teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu yang di pimpin 
oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada 

Bupati melalui Sekretaris Daerah. 
 

Bagian Kedua 

Susunan Organisasi  
 

Pasal 3 

 
(1) Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari :  

 
a. Camat; 
b. Sekretariat; 

c. Seksi Pemerintahan; 
d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa; 

e. Seksi Kesejahteraan Sosial; 
f. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum; 
g. Seksi Pelayanan Perijinan; 

h. Kelompok Jabatan Fungsional. 
 
(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan 

unsur pembantu pimpinan yang terdiri atas: 
a. Subbag Umum dan Kepegawaian; 

b. Subbag Penyusunan Program dan Keuangan 
 

(3) Struktur Organisasi Kecamatan tercantum dalam Lampiran Peraturan 

Bupati ini. 
 
 

 
 

 
 
 

BAB IV………. 
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BAB IV 

TUGAS POKOK DAN FUNGSI  

 
Bagian Kesatu 
Tugas Pokok  

 
Pasal 4 

 

Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang 
dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi 
daerah dan juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan. 

 
Bagian Kedua 

Fungsi 

 
Pasal 5 

 
(1) Camat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

4 mempunyai tugas atau fungsi: 
  

a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum; 
 

b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat; 
 
c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan 

ketertiban umum; 
 
d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan 

Bupati; 
 

e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan 
umum; 

 

f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang 
dilakukan oleh perangkat daerah ditingkat kecamatan; 

 

g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa; 
 

h. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan 
kabupaten  yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan 
Daerah kabupaten  yang ada di kecamatan; dan  

 
i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Bupati melalui 

Sekretaris Daerah. 
 

(2) Camat dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 4 dibantu oleh perangkat Kecamatan. 

 
 
 

 
 

Bagian Ketiga………. 
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Bagian Ketiga 
Sekretariat  

 
Pasal 6 

 

(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b 
dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab 

kepada Camat. 
 
(2) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas 

pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas 
di bidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan yang meliputi 
pengkoordinasian penyusunan program, pengelolaan urusan umum, 

perlengkapan, keprotokolan dan kehumasan, ketatalaksanaan, 
kearsipan dan perpustakaan, kepegawaian serta pengelolaan keuangan 

dan laporan. 
 
(3) Sekretaris dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud  pada 

Ayat (2) menyelenggarakan fungsi: 
 

a. penyelenggaraan penyusunan perencanaan; 
 
b. penyelenggaraan pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi 

keuangan dan administrasi kepegawaian; 
 
c. penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan, keprotokolan dan 

hubungan kemasyarakatan; 
 

d. penyelenggaraan ketatalaksanaan, kearsipan dan perpustakaan; 
 
e. pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan 

pelaporan pelaksanaan kegiatan unit kerja. 
 

 
Pasal  7 

 
(1) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 3 ayat (2) huruf a dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang 

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. 
 

(2) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, 
mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan 

administrasi urusan umum dan pengelolaan administrasi  
Kepegawaian. 

 
Pasal 8 

 

(1) Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian 
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.  

 
(2) Subbagian.......... 
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(2) Subbagian Penyusunan Program dan keuangan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) mempunyai tugas pokok menyusun, merencanakan, 

melaksanakan, mengevaluasi, melaporkan pelaksanaan tugas 
pelayanan dan pengkoordinasian penyusunan rencana, program dan 
pertangungjawaban terhadap  pengelolaan administrasi, keuangan 

Kecamatan. 
 

Bagian Keempat 
Seksi Pemerintahan 

 

Pasal 9 
 

(1) Seksi Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) 

huruf c dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Camat. 

  
(2) Seksi Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai 

tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang 

pemerintahan. 
 

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi 
Pemerintahan menyelenggarakan fungsi :  

 
a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis bidang 

pemerintahan;  
 

b. penyusunan program dan kegiatan bidang pemerintahan; 

 
c. penyiapan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan 

kegiatan bidang pemerintahan; 

 
d. penyelenggaraan kegiatan bidang pemerintahan.  

 
Bagian Kelima 

Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa 

 
Pasal 10 

 

(1) Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 3 ayat (1) huruf d dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di 

bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.  
 

(2) Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan 
kebijakan teknis bidang pemberdayaan masyarakat desa. 

 

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi 

Pemberdayaan Masyarakat Desa menyelenggarakan fungsi: 
 

a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis bidang 
pemberdayaan masyarakat desa; 

  

b. penyusunan.......... 
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b. penyusunan program dan kegiatan bidang pemberdayaan 
masyarakat desa; 

  

c. penyiapan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan 
kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat desa;  

 

d. penyelenggaraan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat desa.  
 

Bagian Keenam 
Seksi Kesejahteraan Sosial 

 

Pasal 11 

(1) Seksi Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 
(1) huruf e dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan 

bertanggung jawab kepada Camat.  

(2) Seksi Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan 
teknis bidang kesejahteraan sosial. 

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi 

Kesejahteraan Sosial menyelenggarakan fungsi :  
 

a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis bidang 
kesejahteraan sosial; 
 

b. penyusunan program dan kegiatan bidang kesejahteraan sosial;  
 
c. penyiapan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan 

kegiatan bidang kesejahteraan sosial;  
 

d. penyelenggaraan kegiatan bidang kesejahteraan sosial.  
 

Bagian Ketujuh 

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum 
 

Pasal 12 
 

(1) Seksi Ketentraman dan Ketertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

3 ayat (1) huruf f dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan 
bertanggung jawab kepada Camat.  
 

(2) Seksi Ketentraman dan Ketertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan 

teknis bidang ketentraman dan ketertiban umum. 
 

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi 
Ketenteraman dan Ketertiban Umum menyelenggarakan fungsi :  

 
 

 

 
a. Penyusunan......... 
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a. Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis bidang ketentraman 
dan ketertiban umum;  

 

b. Penyusunan program dan kegiatan bidang ketenteraman dan 
ketertiban; 

 

c. Penyiapan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan 
kegiatan bidang ketentraman dan ketertiban umum;  

 
d. Penyelenggaraan kegiatan bidang ketentraman dan ketertiban 

umum. 
 

Bagian Kedelapan 
Seksi Pelayanan Perijinan 

 

Pasal 13 
 

(1) Seksi Pelayanan Perijinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 

(1) huruf g dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan 
bertanggung jawab kepada Camat.  

 
(2) Seksi Pelayanan Perijinan mempunyai tugas membantu camat dalam 

melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, 

pembinaan dan pengendalian kegiatan dibidang pelayanan perijinan 
dan non perijinan. 

 
(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), seksi 

pelayanan perijinan menyelenggarakan fungsi: 

 
a. Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pelayanan 

perijinan dan non perijinan; 

 
b. Penyusunan program dan kegiatan bidang pelayanan perijinan dan 

non perijinan; 
 

c. Penyiapan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan 
kegiatan bidang pelayanan perijinan dan non perijinan; 
 

d. Penyelenggaraan kegiatan bidang pelayanan perijinan dan non 

perijinan. 
 

Bagian Kesembilan 
Kelompok Jabatan Fungsional 

 

Pasal 14 
 
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian 

tugas pemerintah Kecamatan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.  
 

Pasal 15 
 

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 

terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang 
terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. 

  (2) Setiap Kelompok………. 
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(2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) 
dipimpin oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati. 

 

(3) Bupati dapat membentuk Jabatan Fungsional sesuai dengan 
kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku; 

 
(4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku.  

 

 
BAB V 

TATA KERJA 

 
Pasal 16 

 
(1) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan unit organisasi dan 

kelompok jabatan fungsional pada Kecamatan wajib menerapkan 

prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan 
kerjanya maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah 

Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai 
dengan tugas pokoknya masing-masing. 

 

(2) Setiap  pimpinan satuan organisasi pada Kecamatan wajib mengawasi 
bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar 
mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 
 

(3) Setiap pimpinan satuan organisasi pada Kecamatan bertanggungjawab 
mengkoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi 
pelaksana tugas bawahannya; 

 
(4) Setiap pimpinan satuan organisasi pada Kecamatan wajib mengikuti 

dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasannya 
masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib diolah dan 
dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut. 

 

Pasal 17 

 
Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari 

bawahan, pada Kecamatan wajib diolah dan pergunakan sebagai bahan 
untuk penyusunan laporan lebih lanjut. 
 

Pasal 18 
 

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan 
laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara 
fungsional mempunyai hubungan kerja. 

 
 
 

 
Pasal 19………. 
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Pasal 19 

 

(1) Dalam hal Camat berhalangan, Sekretaris Kecamatan melakukan 
tugas-tugas Camat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 

 
(2) Dalam hal Sekretaris Kecamatan berhalangan, tugas-tugas Sekretaris 

Kecamatan berada dalam koordinasi seorang Kepala Subbagian yang 
ditunjuk oleh Sekretaris Kecamatan dengan memperhatikan senioritas 
dalam Daftar Urut Kepangkatan. 

 
(3) Dalam hal Kepala Subbagian berhalangan, tugas-tugas Kepala 

Subbagian berada dalam koordinasi seorang staf yang ditunjuk oleh 

Kepala Subbagian dengan memperhatikan senioritas dalam Daftar Urut 
Kepangkatan. 

 
(4) Dalam hal Kepala Seksi berhalangan, tugas-tugas Kepala Seksi berada 

dalam koordinasi seorang staf yang ditunjuk oleh Kepala Seksi dengan 

memperhatikan senioritas dalam Daftar Urut Kepangkatan. 
 

 
BAB VI 

ESELON KECAMATAN 

 
Pasal 20 

 

(1) Camat adalah Jabatan Struktural Eselon III a; 
 

(2) Sekretaris Camat adalah Jabatan Struktural Eselon III b; 
 
(3) Kepala Seksi adalah Jabatan Struktural Eselon IV a; 

 
(4) Kepala Subbagian adalah Jabatan Struktural Eselon IV b.  

 
 

BAB VII 

PEMBIAYAAN 
 

Pasal 21 

 
Segala beban biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas  Kecamatan  

dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Malinau. 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

BAB VIII.......... 
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BAB VIII 
KETENTUAN PENUTUP  

 

Pasal 22 
 

Peraturan Bupati ini mulai dilaksanakan pada saat dilakukan pengisian 

jabatan atau pelantikan pejabat struktural di lingkungan Kecamatan. 
 

Pasal 23 
 

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini segala ketentuan mengenai 

Susunan Organisasi Kecamatan yang dimuat dalam Peraturan Daerah 
Nomor 32 Tahun 2008 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Susunan 
Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dinyatakan dicabut dan tidak 

berlaku lagi. 
 

Pasal 24 
 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;  

 
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah. 
 

 

Ditetapkan di Malinau 
pada tanggal, 28 Desember 2016 

 
BUPATI MALINAU, 
 

 
 

 
YANSEN TP 
 

  
Diundangkan di Malinau 
pada tanggal, 28 Desember 2016 

 
SEKRETARIS DAERAH, 

 
 
 

 
HENDRIS DAMUS 

 
BERITA DAERAH KABUPATEN MALINAU TAHUN 2016 NOMOR 46 
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